KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG
NOMOR : 141 / 8 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENNGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Menimbang

Mengingat

DI DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN
PERIODE TAHUN 2023 s/d 2027

KEPALA DESA KALIBARENG,

bahwa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait
perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan
swadaya dan gotong royong, maka dipandang perlu
menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa (LPMD) Desa Kalibareng Kecamatan Patean Periode
Tahun 2023 s/d 2027.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa Kalibareng tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) Di Desa Kalibareng Kecamatan
Patean Periode Tahun 2023 s/d 2027.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka  menghadapi Ancaman yang membahayakan
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Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 353 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021
Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1884);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 09 Tahun 2022
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, tanggal 30 Desember 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 82 Seri E No. 49);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2019 Nomor 35);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor
48);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5
Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan Lain - Lain Yang Syah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);

24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari
Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 36);

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang
Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, tanggal 30 Desember 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

27. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2017 — 2022;

28. Peraturan Desa Kalibareng 5.a Kecamatan Patean Nomor
Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul
dan Kewenangan Lokal berskala Desa;

29. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 8 tahun
2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalibareng
kepada BUMDesa;

30. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

31. Peraturan Desa Kalibareng Kecamatan Patean Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
Anggaran 2023.

32. Peraturan Kepala Desa Kalibareng Kecamatan Patean nomor 1
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD) Desa Kalibareng Kecamatan Patean Periode tahun 2023-
2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud diktum KESATU
adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

“  Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,

menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan “

b. Fungsi:
1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan ;
2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyakakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;



3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat ;

4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;

5) Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi
serta swadaya gotong-royong masyarakat ; dan

6) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi
sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus LPMD sebagaimana
dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa
Kalibareng.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kalibareng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalibareng
Pada tanggal 9 Januari 2023

o

Salinan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dispermaspemdes Kabupaten Kendal ;
2.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;
3.Camat Patean ;

4.Ketua BPD Desa Kalibareng;

S.Ars i p.




LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIBARENG

141/8/2023

: 9 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DI DUSUN KALIBARENG DESA KALIBARENG KECAMATAN PATEAN
PERIODE TAHUN 2023 —2027

TEMPAT /
NO NAMA PENDIDIKAN JABATAN
TANGGAL LAHIR
1 2 3 4 S
1. | JUMADI Kendal,25-05-1959 SLTP Ketua
2. | NGARDI Kendal, 05-10-1969 SD Sekretaris
Bidang Keamanan dan
3. | SURIMAN Kendal, 10-09-1952 SD
Ketertiban
Bidang Ekonomi dan
4. | SUGIYANTO Kendal, 19-04 1972 SLTP
Pembangunan
Bidang Pemuda. Olah
S. | IMAM SAFIT Kendal, 02-15-1953 SD
Raga dan Kesenian
6. | AHMAD NASOCHA Kendal, 15-10-1972 SLTA Bidang Sosial
Bidang Pemberdayaan,
7. | SITI MUSAROFAH Kendal,02-03-1982 SLTP Perempuan, Anak
dan Remaja




